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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan
untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai
dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional serta
dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat
di daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi,
misi dan program Bupati perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu
5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Menetapkan

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Bupati adalah Bupati Semarang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan pembangunan daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Darah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(1)

Pasal 2

RPUMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi program Bupati yang disusun
dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD serta
memperhatikan rancangan teknokratik RPJMD.



(2) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi
dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi:
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;
c. pemerintahan desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka
menengah desa; dan
d. penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

(1) RPMJD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI : Pendahuluan;
b.BAB Il : Gambaran Umum Daerah;
c. BABIII : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d.BABIV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; dan

e. BABV : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
Tahun 2025-2029.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;



b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan nasional
atau perubahan lingkungan strategis Daerah yang berpengaruh
terhadap target akhir RPJMD.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku
RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun
2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran

pada tanggal
PARAF KOGRI?E&SL
SEKRETARIS DAERAH A
KABUPATEN SEMARANG, /]2‘< 7/
L 7
DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian
integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya
sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya
dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran
mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima
tahun. RPUJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan
secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional
tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional,
pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil
pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar
masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita
dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan
Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan



II.

daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai
pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada
setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan di Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan
manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan
pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang
berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai
penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Tahun
2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan
berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan
RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

a. pendekatan teknokratik;

b. pendekatan partisipatif;

c. pendekatan politis;

d. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
e. pendekatan holistik-tematik;

f. pendekatan integratif; dan

g. pendekatan spasial.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “lingkungan strategis Daerah” adalah
situasi internal (kondisi geografis daerah, kekayaan alam dan
keadaan/kondisi penduduk) dan eksternal (kondisi politik,
ekonomi dan sosial budaya) yang mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR



